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Abstrak

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk
mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang
telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan
hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum.
Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses
penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya.
Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap
penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini.
Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk
kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal,
objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik.
Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua
entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus
hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan post
positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian
secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat
hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post
positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam
peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma
participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh
positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi dan
epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory
mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Kata kunci: Kasus Hukum; Paradigmatik; Djoko Tjandra

Abstract
The legal case that ensnared Djoko Tandra was initiated by Djoko Tjandra's attempt to file a
Jjudicial review (PK) on the criminal case of the Bank Bali case. Efforts to apply for a PK on
the criminal case were carried out by Joko Tjandra amid his status as a fugitive (DPO
Interpol) and having dual citizenship. This study aims to confirm the major problems in law
enforcement practice in Indonesia. The case of Djoko Tjandra, provides the fact that all legal
institutions. As a scientific task, every researcher or writer must be able to explain each
research process that guides research, writes, and expresses each result of his ideas. Likewise
in this article, the author is responsible for mentioning any research and writing process that
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guided the author to write this article. Positivism will provide a paradigmatic analysis of
certain legal events (including the legal case of Djoko Tjandra) based on the nature or
characteristics of the law as an external reality, objective, real, context-free generalization,
cause and effect, reductionist and deterministic. Law is dualist/objectivist, between the
reviewer and the law (reality) are two independent entities free of value and free of bias. To
know better about Djoko Tjandra's legal case and the involvement of law enforcement officers.
Based on the post-positivism view of law as critical realism, it can be understood by
conducting a critical examination. In contrast to the positivism paradigm, the post-positivism
view sees law as an entity that is not completely independent. Departing from the post
positivism view that the law as an entity that is not completely independent, where in certain
legal events there are influences from other factors. The ontology of the participatory
paradigm provides a new view of the law previously limited by positivism and post-positivism
as an objective reality. Through ontology and epistemology that integrates the subjective-
objective reality of law, participatory develops a more practical methodology.
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Pendahuluan

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, di awali dari upaya Djoko Tjandra untuk
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk
mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang
telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian
ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di
Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa sumua istitusi hokum. Sebagai tugas
ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang
memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam
artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan
yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis
paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan
sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-
akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan
hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk
mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak
hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami
dengan melakuan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan
post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat
dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya
independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain.
Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang
sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui
ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka
participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Metode Penelitian

Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses
penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya.
Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian
dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Tradisi penelitian
(yaitu posisi atau pendapat peneliti tentang objek penelitian) yang digunakan penulis dalam artikel
ini adalah tradisi kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, istilah
penelitian kualitatif pada awalnya berasal dari observasi kualitatif, bukan observasi kuantitatif.
Pada saat yang sama, berdasarkan gagasan paradigma Kuba dan paradigma Lincoln, penulis
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menggunakan paradigma konstruktivis sebagai "pisau analisis" dalam artikel ini. Jawaban atas
pertanyaan ontologis paradigma konstruktivis adalah relativisme, jawaban atas pertanyaan
epistemologis paradigma ini bersifat transaksional/subyektif, dan jawaban atas pertanyaan
metodologis paradigma ini adalah interpretatif/dialektis.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Paradigmatik Kasus Hukum Djoko Tjandra

Positivisme akan memberikan analis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk
kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal,
objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Status
hukum Djoko Tjandra sebagai terpidana dalam Kasus Bank Bali, red notes interpol yang
diterbitkan setelah buron (DPO), dan kewarganegaraan ganda Djoko Tjandra, dalam pandangan
positivisme adalah realitas eksternal objektif dan real. Realitas objektif status hukum tersebut
tidak memungkinkan Djoko Tjandra untuk masuk secara bebas ke wilayah Indonesia untuk
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pidana yang sebelumnya telah diterima.
Dalam pandangan positivisme, objektivitas hukum kemudian tereduksi setelah Djoko Tjandra
memanipulasi data keimigrasian dan dapat masuk ke Indonesia, membuat KTP baru untuk syarat
pengajuan fatwa ke MA Untuk itu Djoko Tjandra menyeret keterlibatan oknum koruptif di
Kejaksaan, Kepolisian, dan Advokat/Pengacara. Dalam pandangan positivisme kemampuan
Djoko Tjandra mempengaruhi bahkan merubah status hukumnya melalui oknum di semua
institusi penegak hukum digeneralisasikan secara bebas konteks, bahwa aparat penegak hukum
Indonesia koruptif.
Epistemologi

Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua
entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Dengan demikian, terseretnya aparat penegak
hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus hukum Djoko
Tjandra, dalam pandangan positivisme bukan disebabkan oleh ketentuan hukumnya yang salah
(karena hukum bersifat dualis/objektivis, bebas nilai, bebas bias), namun ketentuan hukum
tersebut tereduksi oleh upaya- upaya manipulatif Djoko Tjandra dan rendahnya komitmen
oknum aparat terhadap profesi (sebagai penegak hukum) dan rendahnya standar moral sehingga
berperilaku koruptif.
Metodologi

Jika ingin mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan
aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus
tersebut maka positivisme menyediakan metode uji empiris secara eksperimental/manipulatif
terhadap lembaga hukum dan/atau semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
Paradigma Post Positivisme
Ontologis

Berdasarkan pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami
dengan melakukan pengujian secara kritis. Dengan demikian, paradigma post positivisme
menempatkan kasus hukum Djoko Tjandra tidak hanya terbatas sebagai realitas peristiwa
hukum, namun lebih jauh lagi realitas bahwa telah ada tindakan manipulatif dan koruptif
tersebut dalam pandangan Post Positivisme harus diuji secara kritis (realisme kritis).
Epistemologi

Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum
sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, sehingga akan memberikan pandangan yang
berbeda terhadap kasus hukum Djoko Tjandra. Dalam pandangan post positivisme, terdapat
variabel lain (non hukum) yang berkontribusi/memberikan pengaruh kompleksitas kasus hukum
Djoko Tjandra,
Metodologi

Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak
sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor
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lain, maka untuk mengurai kompleksitas masalah hukum (termasuk masalah hukum Djoko
Tjandra) metode eksperimental/manipulatif dimodifikasi dengan objektivitas sebagai kriteria
penentu,
Paradigma Participatory
Ontologi

Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang
sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Dalam
participatory hukum ialah realitas subjektif-objektif yang diupayakan bersama (secara
partisipatif), sehingga analisis paradigmatik terhadap peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus
hukum Djoko Tjandra, dalam participatory mempertimbangkan juga secara proporsional
realitas hukum subjektif.
Epistemologi

Ontologi dalam participatory yang memberikan porsi realitas hukum subjektif seperti
tersebut di atas, memberikan pendekatan epistemologis yang berbeda dengan apa yang
sebelumnya dikembangkan dalam positivisme dan post positivisme. Epistemologi participatory
tidak memberikan jarak antara penelaah dan hukum, namun mengintegrasikannya dengan
realitas objektif hukum (secara participasif). Dengan model ini, maka kasus hukum tertentu,
termasuk kasus hukum Djoko Tjandra, dalam pandangan participatory tidak cukup hanya dilihat
sebagai fakta terjadinya peristiwa hukum yang kemudian dilakukan analisis kritis secara objektif
(positivisme dan pos positivisme).
Metodologi

Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif
hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis untuk mengetahui
peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra. Melalui model ini analisis
paradigmatik terhadap kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan membangun kedekatan dalam
bentuk partisipasi politik.
Paradigma Critical Theory
Ontologi

Ontologi paradigma critical theory memandang hukum sebagai entitas yang tidak
independen dan statis, karena realitas hukum dalam pandangan critical theory dibentuk oleh
nilai-nilai sosial politik, budaya, sosial, ekonomi, etnis dan gender, yang berkembang dinamis
dari waktu ke waktu (realisme historis).
Epistemologi

Epistemologi paradigma critical theory dibangun berdasarkan realisme historis, sehingga
terbangun relasi interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan
critical theory, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan transaksional
(subjektivis).
Metodologi

Melalui penggabungan antara ontologi dan epistemologi (fusi), metodologi yang
dikembangkan dalam critical theory dilakukan dengan cara-cara dialektis (dialogis). Melalui
metode dialogis, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan dengan
memediasi semua temuan dari rangkaian peristiwa hukum yang menjerat Djoko Tjandra mulai
dari skandal kasus Bank Bali, putusan pidana terhadap kasus Bank Bali, status hukum DPO
Interpol, kewarganegaraan ganda, sampai kasus hukum terakhir upaya Tjoko Tjandra
mengajukan PK dan meminta fatwa ke MA dan masuk ke Indonesia kembali dengan
memanipulasi data keimigrasian (realisme historis).
Paradigma Konstrutivisme
Ontologi

Ontologi paradigma konstruktivisme didasarkan kepada relativisme hukum, sehingga
hukum menjadi lebih humanis. Berdasarkan konstruktivisme hukum merupakan realitas yang
dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial-budaya, lokal dan spesifik, majemuk dan
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beragam, sehingga bentuk dan isi hukum ditentukan oleh konstruksi intelektual
penganut/pemegangnya.
Epistemologi

Relativisme hukum dalam konstruktivisme memiliki kedekatan dengan realisme historis
yang sebelumnya menjadi model yang dikembangkan oleh critical theory, sehingga
epistemologi dalam konstruktivisme mengembangkan model yang hampir sama yaitu relasi
interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan konstruktivisme,
maka analisis paradigmatik kasus hukum Tjoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektivis).
Metodologi

Metode yang dikembangkan konstruktivisme adalah dengan mengkonstruksi hukum
melalui penafsiran hermeneutika (dialektis). Melalui model ini, maka analisis paradigmatik
kasus hukum Djoko Tjandra, tidak cukup hanya dilakukan mediasi dialogis seperti model yang
dikembangkan critical theory, namun dalam konstruktivisme kasus hukum Djoko Tjandra harus
dikonstruksikan dengan pemahaman hermeneutika dan pertukaran dialektis konstruksi tersebut
diinterpretasi, dibandingkan dan sitakan temuan — temuan dikontruksikan dan ditemukan
Bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas
independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko
Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum
sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakuan pengujian secara kritis. Berbeda
dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang
tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum
sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada
pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru
terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas
objektif.. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif
hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis. Analisis
paradigmatic kasus hukum Djoko Tjandra yaitu melalui paradigma positivisme, paradigma post
postivisme, paradigma participatory, paradigma critical theory dan paradigma constructivisme.
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